
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KEPULAUAN ARU 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Dacrab dan Retribusi Dacrah, perlu menctapkan 
. ' 

Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet; 

I. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Tirur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulaan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Noror 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pererintahan Darah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Dergan Persetjuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

den 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMU'TUSKAN : 

Meneta pkan PERATURAN DAERAH TEN'TANG PAJAK SARANG BURUNG 

WALET, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan daerah atas hasil sarang burung walet. 

2. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Collocalia 
Fuchiaphaga, Collcalia Maira, Collocalia Esculenta dan Collocalia 

Linchi. 
3. Objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk tujuan 

kepentingan umum. 
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesui dengun ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan Perpajakan Daerah. 



6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
Surat Ketetapen Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat 
SKPDKB adalah sturat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jurlah pokok pajak, jumlah krcdit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajaks, bosarnya sanksi administratif den jurlah 
pajak yang masih harts dibayar. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarabahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajek yang telah diteta pkan. 

10. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STD adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupd 
bunga dan/atau denda. 

II. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak 
scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 
Daerah. 

BAB IL 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan 
den/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 

Pasal 3 

(1) Objek Pajak Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan 
Sarang Burung Walet. 

(2) Tidak termasuk scbagai objek Pajak Sarang Burung Walet scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. pengambilan sarang buarug walet yang telah dikenaan Penerimnan 

Negara Bukan Pajak (PNPB}; dan 
b. kegiatan pengambilan dan/atau pangusahaan sarang burung walet 

lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 4 

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang 
rnelakukan pengambilan dan/atan mengusahakan Sarang Burung Walet. 

Pasal 5 

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang peribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet 



, 

• 
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BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENOHITUNGAN PAJAK 

Pasal 6 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang 
Burung Walet. 

(2] Nilai jual Sarang Burung Walet secbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihirung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang 
burung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Kpulauan Aru dengan 

volume Sarang Burung Walet. 

Pasal 7 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 8 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUN GUTAN 

Paseal 9 

Pajak Sarang burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten 
Kepulauan Aru. 

BAB V 

MASA PAJAK 

Pasal 10 

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah Setiap kegiatan pengambilan dan/ 

atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 

BAB VI 

PENETAPAN 

Pasal 11 

Saat pajak terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersarakan. 



• 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 12 

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang paling laura 30 (tiga puluah) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditcrimanya Sppr oleh wajib paja.k 

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menycbabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagiban 
pajok dan harus dilunasi dalarm jangka waktu paling lama I(satu) Bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 

(3] Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perabayaran, penyetoran, 
tempat pembayaran, angsuran dan pemundaan pembayaran pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati, 

Pasal 13 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDK, SKPDKBT, 
$T'PD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kcberatan dan 
Putusan Banding yang tidak ateu kurang dibayar olch wajib pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VIII 
KEDALUWARSA 

Pasal 14 

(I] Hak untuk mclakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melarpaui waktu S (lima] Tahun terhitung scjak saat terutangnya pajak, 
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 
Perpajaknn Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak scbagairnana diraksud pada ayat (l] 
tertangguh apabila: 

a. diterbitkan sumat teguran dan/atau surat paksa; atau 
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung 



•. 

(3) Dalam hal diterbitka surat teguran dan surat paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal peny~rrpaian surat paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) huruf b adaleh wajib pajak dngan kesadarannya menyatakan 
masih mcmpunyai utang pejak dan bchum miehnasinya kepada 
Pemerintah Daerah, 

(5) Pengak at utang sec~ra tidak langsung scbagaiaman dimaksud pade 
ayat [(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angeuran 
ata perundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib 

pajak. 

BAB IX 

SANK'SI ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

(1) Dalam hal wajib pajak tidak membayear tepat pada wakturya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % 

(dua persen} setiap bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakn untuk paling 
le.ma 5 (ima) bulan. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah inti diatur dengan Peraturan Bupati, 

Pasal 17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memorintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengen penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru. 

Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal 19 April 2017 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

ttd 

JOHANGONGA 



Diundangkan di Dobo 
pada tanggal 15 Mei 2017 

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

ttd 

MOHAMAD DJU MPA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
TAHUN 2017 NOMOR 8 

NORG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINS 
MALUKU: NOMOR 29/7/TAHUN 2017 

Salinan ; aslinya 

KEPT 
:, .... 



·. 

PENJELASAN 

ATAS 

PER'TURAN DAERAII KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PAJAK SARANG URUNG WALET 

I. UMUM 

Burung Walct mer~pakan ~twa liar yang dapat dibudidayakan sehingga 
dalam pengelola~n dan pengusahaannya dapat memberikan keuntungan 
terhadep pengelolannnya dan Daerah. 
Dalam rangka melakukan kegiatan budidaya burung walet, maka dalam 
pengelolaan dan pengusahaannya perlu dilakukan pengendalian dan 

pengawasan lingkungan serta kelestarian burung walet tersebut dengan 
tetap memperhatikan mengenai keindahan kota 

Sebubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengendalian, 
pcngawasan lingkungan dan kelestarian sarang burg walet serta untuk 
tetap menjaga keindahan kota perlu ditetapkan dengan pengaturan dengan 
Peraturan Daera.h. 

II PASAL DEMI PASAL 

Pa.sal 1 

Cukup jelas 

Paseal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jclas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasel 6 

• Cukup jelas 
• 

Pasal7 

Cukup jclas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jclas 

Pasal 10 

Cukup jelas 



• 

Pasal 11 

Cukup jclas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pass 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jclas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2 


